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BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATTAN 
 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 
NOMOR    2     TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR  8 TAHUN 2006 
TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU 
SUNGAI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG 
PENGELOLAAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 

MINERAL DAN BATUBARA, 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 
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Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat 
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 

188.44/0328/KUM/2016 tanggal 25 
Mei 2016 dan Nomor 188.44/ 

0278/KUM/2016 tanggal 13 Mei 
2016 tentang Pembatalan Peraturan 
Daerah kabupaten Hulu Sungai 

Tengah; maka perlu  untuk 
melakukan  pencabutan terhadap 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah Nomor  8 tahun 2006 
tentang Bantuan Keuangan Partai 

Politik, dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Pengusahaan 
Pertambangan Mineral dan Batubara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a  perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Nomor  8 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan Partai 
Politik dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor 7 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 03 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah 
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Tingkat II di Kalimantan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 

4400) ; 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negera Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang - 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258)  
sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 

5145); 

9. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 

4578) ;  

10. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noor 4972) 

sebagaimana telah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5351);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2010 tentang Wilayah 
Pertambangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 28, Tambahan Lembaran 

Negara Republik; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral dan batubara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5111) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

77 Tahun 20145 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan batu bara 

(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Tahun 2010 
Nomor 85, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 
5142);  
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2010 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Usaha Pertambangan 

Mineral dan batu bara (Lemnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5142); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2010 tentang Reklamasi 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5172); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 
2014 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam 
APBD, dan Tertib Adaministrasi 
pangajuan, Panyaluran, dan laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan 
bantuan Keuangan Parta Politik;  
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18. Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Penyusunan Produk 

Hukum Daerah 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 

II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 
Tahun 1990 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah ; 

20.  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 

dan 
 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 
NOMOR  8 TAHUN 2006 TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, 
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 7 
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TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN 
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 

MINERAL DAN BATUBARA,  
 

Pasal  1 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Tahun 2006, Nomor 08) dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 7 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan 
Mineral dan Batubara ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 
2011, Nomor 07) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

 
 

 Agar setiap orang  mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah. 

            

                                               
                                               Ditetapkan  di  Barabai 

                                               pada   27 Maret 2017                             
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BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 
 

ttd 
 

H. ABDUL LATIF 

 
Diundangkan di Barabai 
pada  tanggal  27 Maret 2017  

                                 
Plt.SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, 
               ttd 
 

H.  AKHMAD TAMZIL 
 

LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN HULU SUNGAI 
TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 01 
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU 

SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR  36/2017              

 

 
  

 


